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Dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi
Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu alam dan investor terdapat
beberapa klausula perjanjian kerja sama yang belum relevan dengan konsep
syirkah inan diantaranya sitem bagi hasil, modal usaha kerja sama yang tidak
transparan dan pertanggungan resiko yang hanya dibebankan kepada sebagian
pihak saja. Dari latar belakang masalah tersebut melahirkan 2 rumusan masalah,
pertama, bagaimana sistem bagi hasil perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam
antara PT HGP dengan kelompok tani gaharu IAA dan investor. Kedua,
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi
gaharu alam antara PT HGP dengan kelompok tani IAA dan investor. Adapun
tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil dan pandangan
hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT
HGP dengan kelompok tani gaharu IAA dan investor. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis
menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, pertama, para pihak terkait melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai
yang tercantum dalam perjanjian. Kemudian bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan
pada awal perjanjian, yaitu untuk PT HGP 50%, untuk kelompok tani gaharu IAA
20%, dan investor 30%. PT HGP berkewajiban melakukan inokulasi, edukasi dan
memasarkan gaharu yang sudah dipanen, dan kelompok tani gaharu IAA
berkewajiban menjaga dan memanen gaharu sedangkan investor hanya bersifat
sebagai sleeping partner. Kedua, perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam
yang dilakukan para pihak belum relevan dengan konsep syirkah ‘inan karena ada
beberapat syarat yang belum terpenuhi yaitu tidak transparannya modal syirkah
dan pertanggungan resiko yang hanya ditanggung oleh sebagian pihak saja.
Sehingga akad dalam perjanjian ini tergolong dalam akad fasid dan diharapkan
kepada para pihak terkait untuk lebih mempelajari perjanjian muamalah dalam
hukum Islam agar perjanjian yang dilakukan selaras dengan syariat.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia dikenal dengan kekayaan hasil hutan yang melimpah ruah.
Berbagai macam kekayaan hutan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar
bagi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun asing. Salah satu komoditas yang
dihasilkan oleh hutan Indonesia ialah gaharu.
Gaharu merupakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki nilai
ekonomis yang sangat tinggi yang bentuknya berupa gumpalan padat berwarna
coklat kehitaman sampai hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu
atau akar tanaman pohon inang yang telah mengalami proses perubahan fisika dan
kimia akibat terinfeksi oleh sejenis jamur.1
Dari sisi manfaatnya, gaharu sudah digunakan dari zaman dahulu baik dari
kalangan elit kerajaan maupun suku pedalaman di Sumatra dan Kalimantan.
Secara tradisional gaharu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa untuk
acara ritual dan keagamaan, pengharum tubuh dan ruangan, bahan kosmetik dan
obat-obatan sederhana. Di era modern saat ini, pemanfaatan gaharu telah
berkembang dan meluas antara lain untuk bahan dasar parfum, kosmetik, sabun,
body lotion hingga obat-obatan anti asmatik, anti mikrobia, dan stimulan kerja
syaraf dan percernaan.2
1 Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Sekitar Hutan (Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam) hlm. 1.
2 Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . . hlm. 2.
2Gaharu memiliki harga jual yang cukup tinggi di pasaran, sehingga
komoditi ini menjadi potensi yang sangat besar bagi masyarakat yang
berkecimpung dalam bisnis gaharu. Harga gaharu kualitas Super di pasaran lokal
berkisar antara Rp 40.000.000 s/d Rp 50.000.000 per kilogram kemudian diikuti
kualitas Tanggung dengan harga rata-rata Rp 20.000.000, kualitas Teri Rp
10.0000.000 s/d 14.000.000, kualitas Kemendangan Rp 1.000.000 s/d Rp
4.000.000, dan Suloan Rp 75.000.3
Bahkan di Tiongkok harga gaharu bisa mencapai Rp. 450.000.000 dengan
spesifikasi tertentu karena masyarakat Tiongkok terkadang membuat patung dari
resin gaharu. dan di Arab Saudi harga tertinggi bisa mencapai Rp. 150.000.000
karena masyarakat disana biasanya menggunakan gaharu sebagai wewangian.
Besarnya permintaan pasar, harga jual yang tinggi serta pola pemanenan
yang berlebihan membuat beberapa pohon penghasil gaharu menjadi langka
sehingga membuat produksi gaharu menjadi menurun. Guna menghindari
kelangkaan pohon-pohon penghasil gaharu maka diperlukan upaya untuk
melakukan konservasi. Yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk melestarikan
pohon penghasil gaharu dari kelangkaan.
Salah satu langkah yang dilakukan untuk melestarikan pohon-pohon
penghasil gaharu yaitu dengan cara melakukan inokulasi terhadap pohon-pohon
penghasil gaharu. teknologi inokulasi merupakan sebuah teknologi rekayasa
3 Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . . hlm. 2.
3produksi gaharu melalui induksi jamur pembentuk gaharu pada pohon penghasil
gaharu sehingga produksi gaharu dapat direncanakan dan dipercepat.4
Teknologi inokulasi sudah mulai diterapkan di beberapa tempat, salah
satunya di Aceh tepatnya di desa Jeumpheuk kecamatan Sampoiniet kabupaten
Aceh Jaya. Untuk melakukan teknologi inokulasi ini terdapat beberapa pihak yang
terlibat yaitu PT Habibi Gaharu Persada (HGP) sebagai pihak pertama, kelompok
tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) sebagai pihak kedua serta investor sebagai
pihak ketiga. Para pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama inokulasi
gaharu alam yang mana butir-butir kesepakatan  kerja sama mereka tuangkan
dalam sebuah perjanjian.
Bentuk kerja sama yang para pihak sepakati adalah dimana PT Habibi
Gaharu Persada memberikan jasa inokulasi terhadap pohon gaharu yang dimiliki
oleh kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan kedua belah pihak memperoleh
bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Untuk melakukan
kegiatan inokulasi batang gaharu membutuhkan modal yang cukup besar maka
pihak PT Habibi Gaharu Persada dan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam
sepakat untuk mengajak investor untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis ini.
Di dalam kerja sama ini, PT Habibi Gaharu Persada bertindak sebagai
pihak pertama yang memiliki kewajiban memberikan jasa inokulasi terhadap
batang gaharu yang dimiliki oleh pihak kedua yaitu kelompok tani gaharu Inti
Alim Alam, selain itu PT Habibi Gaharu Persada wajib memberikan edukasi
4 Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . . hlm. 3.
4mengenai pohon gaharu kepada pihak kedua serta menjaminan pasar untuk
penjualan gaharu setelah dipanen.
Sedangkan pihak kedua yaitu kelompok tani gaharu Inti Alim Alam
sekaligus pemilik batang gaharu, memiliki kewajiban menjaga batang gaharu
yang telah diinokulasi serta melakukan pemanenan batang gaharu termasuk
keselamatan barang seutuhnya sampai ditangan buyer (pembeli).
Pada pasal 5 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam disebutkan
mengenai bagi hasil pasca panen gaharu, presentase bagi hasil dari pohon gaharu
yaitu,  Pihak pertama PT Habibi Gaharu Persada mendapatkan hak bagi hasil
sebesar 50% dari hasil panen. Pihak kedua kelompok tani gaharu IAA
mendapatkan hak bagi hasil 20% dan investor sebagai pihak ketiga mendapat 30%
dari hasil panen.
Presentase bagi hasil ini diberikan berdasarkan oleh beberapa hal, yaitu
PT Habibi Gaharu Persada mendapatkan 50%  dikarenakan memiliki keterampilan
inokulasi batang gaharu, pengawasan dan pengelolaan batang gaharu serta modal
yang lumayan besar. Pihak kedua mendapatkan 20% didasarkan atas kepemilikan,
menjaga, memelihara sekaligus memanen batang gaharu. Sedangkan pihak ketiga
yaitu investor mendapatkan 30% dengan memberikan investasi sebesar Rp.
6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)  untuk 1000 lobang inokulasi pada
batang gaharu.5
Dilihat dari segi kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak,
presentase bagi hasil yang diterima tidak sesuai dengan besarnya kontribusi yang
5 Interview dengan Husaini pemilik PT Habibi Gaharu Persada pada tanggal 5 Maret
2016
5diberikan. Seperti pihak kedua yang berstatus sebagai pemilik pohon serta
berkewajiban memelihara, memanen serta menjaga keutuhan kayu gaharu hingga
ke tangan pembeli hanya mendapatkan bagi hasil sebesar 20% sedangkan pihak
ketiga sebagai investor yang bersifat sleeping partner mendapatkan 30%.
Dalam melakukan syirkah ‘inan tentunya harus didasari oleh asas keadilan
dimana pihak-pihak yang berakad harus dituntut melakukan kebenaran dan tidak
menzhalimi salah satu pihak. Seperti pembagian keuntungan yang sesuai dengan
kontribusi yang diberikan masing-masing pihak, Baik kontibusi modal maupun
kerja
Ada beberapa pendapat ulama dalam penentuan proporsi keuntungan (bagi
hasil) dalam syirkah ‘inan, Imam Malik dan imam Syafi’I berpendapat bahwa
keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, menurut imam
Hambali keuntungan yang dibagi boleh berbeda dari proporsi modal yang
disertakan. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah keuntungan dapat berbeda
dari proporsi modal yang diinvestasikan. Namun demikian, mitra yang
memutuskan menjadi sleeping partner, keuntungannya tidak boleh melebihi
proporsi modalnya.6
Apabila terjadi kerugian dalam kegiatan inokulasi gaharu alam ini, maka
kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, yaitu apabila
kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua seperti kehilangan atau
kecurian pohon gaharu setelah diinokulasi  maka pihak kedua wajib mengganti
kerugian sebesar nilai proyeksi yang hilang tersebut. Sedangkan kegagalan
6 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana,2013), hlm. 222.
6inokulasi pada pohon gaharu maka pihak pertama akan melakukan inokulasi
kembali dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak pertama. Sedangkan pihak
ketiga tidak menanggung resiko apapun jika terjadi kerugian bahkan modal
investasi akan dikembalikan jika terjadi kerugian pada inokulasi gaharu alam.
Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian
sesuai dengan porsi modalnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam fatwa DSN
MUI No 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah disebutkan bahwa
kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham
masing-masing dalam modal. Akan tetapi dalam perjanjian kerjasama inokulasi
gaharu alam ini, pihak pertama dan kedua menanggung resiko sesuai kesepakatan
pada kontrak. Sedangkan pihak investor tidak menanggung resiko apapun apabila
investasi yang dilakukan mengalami kerugian. Bahkan dalam perjanjian tidak
disebutkan klausula yang menyebutkan tentang pertanggungan kerugian yang
ditanggung oleh investor apabila kegiatan kerja sama ini mengalami kerugian.
Apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-
rukunnya maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak
yang melakukan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian yang disepakati oleh para
pihak akan menjadi hukum bagi para pihak tersebut.7 Sebagaimana dalam Pasal
1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan berbagai
macam bentuk perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para
7 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hlm. 263.
7pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat
para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan
kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak. Sepanjang tidak
bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.8
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melarang semua bentuk kerja sama
yang tidak adil terhadap kedua belah pihak atau melanggar kesepakatan dan
kepentingan para pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian tersebut. Islam
hanya menganggap sah hubungan kerja sama  yang berdasarkan prinsip keadilan
dan kesepakatan bersama, tanpa ada penindasan dan keterpaksaan dari masing-
masing pihak.9
Dalam fiqh mu’āmalah perjanjian di atas dapat dikaji dalam konsep
syirkah ‘inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan
untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan sesuai
yang disepakati. Dengan merujuk pada konsep syirkah ‘inan maka perjanjian
kerja sama di atas haruslah mengacu pada aspek keadilan dan kelayakan dengan
tujuan agar perjanjian kerja sama yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti
lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama yang terjadi di antara ketiga belah
pihak tersebut dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Analisis
Perjanjian Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep Syirkah
‘Inan (suatu penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)”.
8 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia cet ke 4,(Jakarta: kencana
2013) hlm. 31.
9 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), cet 2. (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 280.
81.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang belakang masalah yang telah dijelaskan di
atas, maka masalah yang diajukan untuk diteliti dalam penulisan skripsi ini
adalah:
1. Bagaimana bentuk klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian
kerja sama antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu
Inti Alim Alam dan investor?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama
inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok
tani gaharu Inti Alim Alam dan investor berdasarkan konsep syirkah ‘inan
?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk klausula-klausula yang disepakati dalam
perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu
Persada dengan kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam dan investor.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama
inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok
tani gaharu Inti Alim Alam dan investor berdasarkan konsep syirkah ‘inan.
91.4. Penjelasan Istilah
1.4.1. Perjanjian
Di dalam KBBI, Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak
atau ketentuan yang harus disepakati.10
1.4.2. Inokulasi
Secara etimologis Inokulasi merupakan pembiakan bakteri pada suatu
pembenihan, pemasukan bakteri.11 Inokulasi merupakan kegiatan pemindahan
mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat asalnya ke media
baru yang dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat aseptis.
1.4.3. Gaharu
Gaharu adalah gumpalan berbentuk padat, berwarna coklat kehitaman
samapai hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu atau akar dari
jenis tumbuhan penghasil gaharu yang telah mengalami proses perubahan kimia
dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Gaharu termasuk dalam Komoditi
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang bernilai ekonomis tinggi.12
1.4.4. Syirkah ‘Inan
Syirkah ‘inan merupakan persekutuan antara dua orang dalam harta milik
untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-
sama.13
Adapun syirkah ‘inan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kerja sama
inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani
10 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: dengan Ejaan Yang
Disempurnakan cet II, (Jakarta, Eska Media,2003) hlm. 335.
11 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahsa Indonesia …hlm. 304.
12 Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . . hlm. 4.
13 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah,(Bandung: Setia Pustaka, 2000) hlm. 189.
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gaharu Inti Alim Alam dan investor dengan keuntungan dan tanggung jawab yang
diperoleh masing-masing pihak telah diatur dalam sebuah perjanjian yang
disepakati.
1.5. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan sebuah kajian awal yang mengkaji tentang
pokok-pokok bahasan untuk menguatkan bahwa penelitian yang akan dilakukan
berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Hasil penulusuran yang peneliti
lakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah
kepada perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam berdasarkan konsep syirkah
‘inan.
Namun terdapat beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan
Analisis Perjanjian Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan konsep
syirkah ‘inan (suatu penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)
yaitu:
1. Skripsi yang berjudul “Analisis Investasi Pada Toko Emas Berdasarkan
Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Toko Emas H. Hasyim 2 di Pasar
Aceh)”oleh Riska Aida Arni (2016)
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Investasi Properti dan Sistem
Bagi Hasil Menurut Konsep Musyarakah pada PT. Bina Persada Banda
Aceh”.
Tulisan-tulisan di atas memiliki konsep teori yang sama dengan yang
penulis gunakan yaitu syirkah ‘inan meski dalam kajian objek yang berbeda.
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Adapun tujuan dari hasil pembahasan tentang kajian pustaka ini agar hasil dari
penelitian yang penulis teliti ini dapat lebih mudah untuk dipahami.
1.6. Metodologi Penelitian
1.6.1. Metode penelitian
Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting untuk
menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Metode penelitian merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan
pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.
Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil.15
1.6.2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam
melakukan penelitian sebuah karya ilmiah. Sehingga dengan adanya sebuah
metode dan pendekatan, penulis mampu mendapatkan informasi dan data yang
akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan melihat dan mengkaji yang terjadi dalam masyarakat.
1.6.3. Metode Pengumpulan Data
14 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cet-11 (Bandung, Alfabeta, 2008) ,hlm. 2.
15 Lexy J Maleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosda Karya,
2004), hlm. 5.
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Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik
itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode library
research (penelitian kepustakaan) dan field research (library research).
1. Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penulisan yang ditempuh
oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan  data dari pustaka.
Penelitian pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat
literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari pustaka.
Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menelaah, mempelajari
beberapa buku, dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah
pustaka induk UIN Ar Raniry dan pustaka wilayah Banda Aceh. Dalam penelitian
ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainya seperti artikel-
artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang
perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam.
2. Penelitian lapangan (field research)
Penelitian lapangan (field research) yaitu data yang diperoleh di lapangan
yang dilakukan secara langsung di PT Habibi Gaharu Persada untuk
melaksanakan penyelidikan penelitian guna mendapatkan berbagai data dan
keterangan mengenai perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam.
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1.6.4. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara/ interview
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung oleh pewawancara kepada para pihak yang terkait di dalam
perjanjian kerjasama inokulasi gaharu alam di desa Jeumpheuk kecamatan
Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengunpulkan
data-data tertulis mengenai gambaran umum penelitian serta tinjauan dalam fiqh
mu’āmalah yang dibutuhkan sebagai pelengkap data penelitian.
1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu buku
dan alat tulis untuk mencatat data hasil wawancara dengan pemilik PT Habibi
Gaharu Persada, perwakilan kelompok tani Inti Alim Alam dan investor dan data
dari sumber lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah yang sedang diteliti.
1.7.Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul “Analisis Perjanjian
Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan konsep syirkah ‘inan (suatu
penelitia pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)”, penulis membagi
menjadi empat tahap pembahasan, yaitu:
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab dua berisi tentang pembahasan teoritis mengenai perjanjian kerja
sama inokulasi gaharu alam berdasarkan syirkah ‘inan: pengertian perjanjian
menurut hukum positif, pengertian perjanjian dalam hukum Islam, pengertian
syirkah ‘inan, dasar hukum syirkah ‘inan , rukun dan syarat syirkah ‘inan, dan
ketentuan-ketentuan dalam syirkah ‘inan.
Bab tiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang
meliputi gambaran umum PT Habibi Gaharu Persada, klausula-klausula perjanjian
kerja sama inokulasi gaharu alam dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam
dan investor, tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi
gaharu alam berdasarkan akad syirkah ‘inan antara PT Habibi Gaharu Persada
dengan Kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam dan investor.
Bab empat merupakan penutup dari kajian skripsi ini yang berisikan
kesimpulan dari penulis disertai dengan saran-saran yang menyangkut dengan
permasalahan pembahasan yang berguna seputar topik pembahasan.
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BAB DUA
LANDASAN TEORITIS AKAD (PERJANJIAN) DAN KONSEP
SYIRKAH ‘INAN
2.1. Konsep Perjanjian (Akad)
2.1.1. Perjanjian Menurut Hukum Positif
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pengertian
perjanjian yaitu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak
atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam
persetujuan itu.
Dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang
atau lebih lainnya. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdt ialah
hubungan antara kreditur dengan debitur yang bersifat kebendaan bukan bersifat
perorangan.
Abdul Kadir Muhammad berpendapat perjanjian sebagai sebuah
persetujuan dengan dua orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.16
Kontrak atau perjanjian pada dasarnya merupakan komunikasi hukum
yang menggambarkan ikatan pemenuhan prestasi yang harus dilakukan masing-
masing pihak yang terikat di dalamnya, sebagai suatu komunikasi hukum, para
pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut harus saling memahami maksud dan
16 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia cet revisi (Citra Adya Bakti,
2010) hlm. 290.
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tujuan dari perjanjian tersebut, secara khusus untuk suatu kewajiban hukum yang
harus dipatuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian terbut.17
Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tulisan maupun lisan. Perjanjian
dalam bentuk tulisan biasanya dibuat apabila perjanjian yang dibuat berisi hak dan
kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Perjanjian yang dibuat secara tertulis
memiliki kepastian hukum yang tinggi. Bentuk perjanjian secara tertulis dapat
berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta dibawah tangan yang
dibuat oleh masing-masing pihak. Sedangkan perjanjian dalam bentuk lisan
biasanya dibuat untuk melakukan perjanjian yang berisi maksud dan tujuan yang
mudah dipahami dan diingat.18
Sebuah perjanjian yang dibuat secara hukum akan sah dan dapat
dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Pasal 1320, mengatur tentang syarat fundamental yang harus dipenuhi agar suatu
perjanjian itu dikatakan sah yaitu:
a. Kesepakatan para pihak
Sebelum adanya kesepakatan, biasanya masing-masing pihak mengadakan
negosiasi. Pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak lain mengenai
objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain meyatakan pula
kehendaknya sehingga mencapai persetujuan atau kesepakatan final.19
Para pihak berperan langsung dalam menetapkan kesepakatan yang akan
dituangkan dalam perjanjian, oleh karena itu para pihak harus memahami dan
17 Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta:
Kontan Publishing, 2011), hlm. 95-96.
18 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia …hlm. 293.
19 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia… hlm. 299-300.
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menguasai aspek bisnis dari perjanjian yang disepakati, baik dari sisi jenis,
karakteristik dan resiko bisnis itu sendiri.20
b. Kecakapan para pihak yang berkontrak
Pada umumnya orang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum
apabila dia sudah dewasa. Pasal 330 KUHPdt menjelaskan orang yang dewasa
yaitu orang yang sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin meski
belum berumur 21 tahun. Pasal 1329 KUHPdt menegaskan bahwa setiap orang
dinyatakan cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali bila undang-undang
menyatakan tidak. Menurut Pasal 1330 orang yang dinyatakan tidak cakap untuk
melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh
dibawah pengampuan.
Dari Pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak-pihak yang
cakap dan berwenang melakukan kontrak ialah yang sudah dewasa dan tidak
dalam pengampuan orang lain.
c. Objek yang disepakati
Objek suatu perjanjian adalah benda atau prestasi itu sendiri, baik berupa
tindakan dalam pelaksanaan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, berbuat, dan
tidak berbuat sesuatu. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian
atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda
tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Apabila para
pihak tidak melaksanakan salah satu dari tindakan tersebut, maka ia dikatakan
wanprestasi.
20 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Malang: UIN press, 2009), hlm. 465.
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d. Kausa yang halal
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt telah diatur bahwa kebebasan berkontrak
tersebut dapat terwujud dalam bentuk dan cara apapun sepanjang kontrak tersebut
dibangun berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan cara yang benar oleh
pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dan kesepakatan tersebut harus
jelas dan mungkin untuk dijalankan serta memiliki kausa yang halal. Artinya,
perjanjian yang dilakukan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.
Tujuan dari sebuah perjanjian adalah hasil akhir yang diperoleh pihak-
pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan
sebagai pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak.
2.1.2. Pengertian Akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam
Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup
sendiri tanpa berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala
kebutuhannya, seperti menjalankan suatu bisnis usaha. Dalam menjalankan suatu
bisnis usaha, tidak dapat terlepas dari yang namanya suatu akad (perjanjian). Di
dalam Islam, akad merupakan salah satu cara yang diajarkan untuk memperoleh
harta untuk memenuhi kebutuhan.
Secara etimologis (bahasa), akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan”
(pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik
ikatan itu bersifat kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.21
21 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemah Abdul Hayyiq, jilid 4 (Jakarta:
Gema Insani, 2011) hlm. 420.
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Ulama fiqih mendefinisikan akad dalam dua segi, yaitu secara umum dan
secara khusus. Secara umum menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan
Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, dan sumpah atau sesuatu yang
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli sewa-
menyewa , dan gadai. Pengertian akad secara khusus yaitu hubungan antara ijab
dan qabul secara syar’i dapat menimbulkan efek terhadap objeknya.22
Dalam pasal 262 kitab Mursyid al Hairan sebagaimana dikutip oleh
Syamsul Anwar disebutkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan
oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat
hukum pada objek akad.23
Sehingga akad dapat disimpulkan sebagai sebuah pertemuan antara ijab
dan qabul antara kedua belah pihak akan suatu objek, yang dapat menimbulkan
akibat hukum padanya.
Setiap seseorang melakukan akad atau perjanjian dengan orang lain, maka
ada 2 kemungkinan yang terjadi yaitu, akad yang dilakukan sah atau akad tersebut
batal. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Syakir Syula dalam teori hukum
kontrak syariah (nazarriyati al uqud), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi
salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah, kedua, kontraknya fasad,
ketiga, akadnya batal.24
22 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4…hlm. 421.
23 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah…hlm. 68.
24 Muhammad Syakir Syula, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema Insani,
2004) hlm. 39.
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Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan
mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ahli hukum Islam
kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4 (empat) yaitu: para pihak yang
membuat akad (al’aqidain), pernyataan atau kehendak para pihak (sighatul ‘aqd),
objek akad (mahallul ‘aqd) dan tujuan akad (maudhu’ al ‘aqd).25
2.1.3. Dasar Hukum Akad
Al Quran Surat Al Maidah ayat 1:
                
         
Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang
dia kehendaki.
2.1.4. Asas-Asas Suatu Akad
Pendapat Fathurrahman Djamil yang dikutip oleh Gemala Dewi,
menyebutkan bahwa ada enam asas yang berkaitan dengan suatu perikatan, yaitu:
a. Asas sukarela (al ridha)
Dalam asas ini, dinyatakan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan
para pihak harus terdapat kerelaan di antara keduanya, tidak boleh ada unsur
paksaan atau penipuan.
25 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah…hlm. 95-96.
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b. Asas kebebasan (al hurriyah)
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Dalam asas ini,
para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perikatan, dimana bentuk dan isi
perikatannya ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Walaupun diberikan
kebebebasan, namun tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam.
c. Asas persamaan dan kesetaraan (al musawah)
Dalam asas ini, para pihak memiliki hak yang sama untuk melakukan
perikatan. Dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, harus
dilakukan tanpa menzalimi salah satu pihak.
d. Asas keadilan (al ‘adalah)
Dalam asas ini, para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam
pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah dibuat
serta memenuhi seluruh kewajibannya.
e. Asas kejujuran (ash shiddiq)
Dalam asas ini, kejujuran dituntut sebagai hal yang paling utama, karena
kejujuran dapat menghindari perselisihan antara para pihak.
f. Asas tertulis (al kitabah)
Dalam asas ini, disebutkan bahwa suatu perikatan dilakukan secara
tertulis, dan dihadiri para saksi. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, maka ia
akan menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perjanjian.26
26 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia…hlm.
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2.1.5. Syarat Sahnya Akad
Untuk sahnya suatu akad yang dilakukan, maka akad tersebut harus
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang merupakan unsur asasi dari
akad. Rukun-rukun dan syarat-syarat akad merupakan sesuatu yang wajib ada
dalam suatu transaksi (necessary condition), misalnya adanya penjual dan
pembeli.27
Menurut ulama Hanafiyah rukun akad itu hanya satu yaitu shigat al’aqd
(ijab dan qabul). Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad menurut
mereka termasuk syarat-syarat akad. Namun, Jumhur ulama fiqh menyatakan
rukun akad terdiri atas tiga hal yaitu:
a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (shigat al’aqd)
b. Pihak-pihak yang berakad (al muta’aqidain)
c. Objek akad (al ma’qud a’laih)28
Ahli hukum Islam kontemporer menyebutkan rukun akad ada empat yaitu:
a. Aqidain (dua orang yang berakad)
Aqidain ialah orang-orang yang melakukan akad, namun tidak semua
orang bisa melakukan proses akad. Para pihak yang berakad harus memiliki
ahliyah (kelayakan) untuk melakukan suatu akad sehingga perjanjian atau akad
tersebut dianggap sah.
Ada dua macam ahliyyah yaitu: ahliyyah wujub dan ahliyyah ada’
1. Ahliyyah wujub
27 Adiwarman A Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: PT raja
Grafindo Persada 2004) hlm. 213.
28 Muhammad Syakir Syula, Asuransi Syariah…hlm. 41.
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Yaitu kelayakan seseorang untuk ilzam dan iltizam atau kelayakan
seseorang untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan nilai
kerusakan dari hartanya yang dirusak orang lain atau kewajibannya
memberikan hak orang lain. Sandaran ahliyyah ini adalah kehidupan
atau sifat kemanusiawian. Maka, setiap manusia bahkan janin di dalam
perut ibunyatelah memiliki ahliyyah wujub. Kemanusiaan menurut fiqh
dimulai sejak terbentuknya janin di dalam rahim dan berakhir dengan
kematian.
2. Ahliyyah ada’
Yaitu kelayakan seseorang untuk memunculkan tasahrruf dalam
bentuk yang diakui oleh syariat. sandaran pemberlakuan ahliyah ini
adalah tamyiz. Siapa yang sudah memiliki ahliyyah ada’ maka ibadah-
ibadahnya akan sah seperti shalat, begitu juga dengan tasharruf
sosialnya seperti melakukan akad.
Ada dua macam ahliyyah ada’ yaitu: ahliyyah ada’ naqish dan
ahliyyah ada’ kamil. Ahliyyah ada’ naqish´adalah kelayakan seseorang
untuk munculnya dari dirinya beberapa tasharruf saja, yaitu tasharruf
yang aplikasinya bergantung kepada pendapat orang selainnya.
Sedangkan ahliyyah ada’ kamil ialah kelayakan seseorang untuk
melakukan berbagai tasharruf dalam bentuk yang diakui secara syara’
tanpa bergantung kepada pendapat orang selainnya.
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b. Ma’qud ‘alaih
Ma’qud ‘alaih ialah objek-objek yang diakadkan. Menurut Wahbah
Zuhaili ma’qud ‘alaih adalah sesuatu yang mejadi objek dalam proses suatu akad
dan juga objek bagi nampaknya hukum dari sebuah akad.29
Objek akad dapat berupa harta (barang) dan jasa akan tetapi tidak semua
barang dan jasa dapat dijadikan objek akad, hanya barang dan jasa yang halal saja
yang dapat ditransaksikan dalam sebuah akad. Sebagaimana pendapat Wahbah
Zuhalii bahwa hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan ‘urf tidak boleh
dijadikan objek suatu akad, seperti melakukan transaksi dengan objek berupa
khamr.
Oleh karena itu fuqaha memberikan empat syarat yang harus ada untuk
objek sebuah akad, agar akad tersebut menjadi sah. Yaitu:
1. Objek akad ada ketika akad dilakukan
Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat ma’dum
(tidak ada), yaitu sesuatu yang mengandung resiko tidak ada dan
sesuatu yang mustahil ada di masa yang akan datang. Ulama
Hanafiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan ma’qud ‘alaih harus ada
ketika akad dilakukan, karena tidak sah melakukan akad terhadap
sesuatu yang ma’dum (tidak ada). mereka mengecualikan akad salam,
ijarah, musaqah dan istishna’ dimana objek yang diakadkan tidak ada
ketika akad berlangsung. Kalangan Malikiyah membolehkan objek
akad ma’dum pada akad-akad yang bersifat tabarru’ seperti hibah,
29 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4…hlm. 492.
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wakaf dan jaminan. Kalangan Hanabilah membolehkan objek akad
tidak ada ketika akad berlangsung apabila menurut kebiasaan dapat
dipastikan di masa yang akan datang ada.
2. Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat
para fuqaha menjadikan syariat sebagai penentu dalam menilai
pengharaman dan pembolehan suatu objek akad. Seperti tidak boleh
berakad terhadap sesuatu yang tidak dimiliki dan dikuasai.
3. Objek akad dapat diserahterimakan pada waktu akad dilakukan
Para fuqaha mensyaratakan bahwa adanya kemampuan untuk
menyerahkan barang saat melakukan akad. Syarat ini sangat penting
dalam mu’awadhah maliyah dan hal-hal yang bersifat tabarru’. Imam
Malik membolehkan akad terhadap barang yang tidak dapat diserahkan
ketika akad berlangsung apabila akad tersebut bersifat tabarru’ (suka
rela).
4. Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua pengakad
Untuk diketahuinya sebuah barang, bisa dilakukan dengan cara
menunjukkan apabila barang itu ada30
c. Maudhu’ akad
Maudhu’ akad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan
pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada
gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari penjual kepada
30 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4…hlm. 493-499.
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pembeli dengan ada gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari
pemberi kepada yang diberi tentu dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok
akad ijarah adalah memberikan manfaat  dengan adanya pengganti dan tujuan
pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan
tanpa ada pengganti.31
d. Shighat al ‘aqad
Shighat al ‘aqad ialah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang
melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, ungkapan tersebut harus
mengandung serah terima atau ijab dan qabul.32 Jadi, ijab qabul merupakan salah
satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.
Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab ialah melakukan perbuatan tertentu
yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari
dua orang yang berakad atau sesuatu yang menggantikan posisinya baik ia timbul
dari mumallik maupun mutamallik. sedangkan qabul ialah apa yang disebutkan
setelah itu oleh salah seorang di antara dua orang yang berakad yang
menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan pihak pertama.
Ulama selain Hanafiyah mendefinisikan ijab adalah segala Sesuatu yang
muncul dari orang yang memiliki hak untuk memberikan kepemilikan meskipun
munculnya terakhir. Sementara qabul adalah Sesutu yang muncul dari orang yang
akan memperoleh kepemilikan meskipun munculnya pertama kali. Pada
hakikatnya, penamaan salah satu dari ungkapan dua orang yang berakad sebagai
31 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.
32 Shalah Ash Shawi dan Abdullah Al Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta:
Darul Haq, 2008), hlm. 29.
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ijab dan ungkapan yang lain sebagai qabul hanyalah penamaan istilah semata,
tidak ada pengaruh yang signifikan.33
Rukun-rukun akad diatas harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan
sah, namun apabila rukun-rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau
lebih), maka transaksi menjadi batal.
2.1.6. Jenis-Jenis Akad
Secara garis besar akad dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Akad tabarru’
Akad tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni
semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa
ta’ala sama sekali tidak ada unsur mencari return ataupun  motif. Akad yang
termasuk dalam kategori ini adalah : hibah, wakaf, wakalah, kafalah, hawalah,
rahn, dan qiradh.
b. Akad tijari
Akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan
keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang
termasuk dalam kategori ini adalah: murabahah, salam, istisna’ dan ijarah
muntahiyah bittamlik serta mudharabah dan musyarakah.34
Menurut keabsahannyan akad terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Akad sahih (valid contract)
yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya
b. Akad fasid (voidable contract)
33 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4…hlm. 430.
34 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah…hlm. 77.
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yaitu akad yang semua rukun-rukunnya terpenuhi, namun ada syarat
yang tidak terpenuhi. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat
tersebut dengan kata lain akibat hukumnya adalah mauquf (berhenti dan tertahan
untuk sementara)
c. Akad bathal (void contract)
yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis
syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak dapat menimbulkan
akibat hukum bagi kedua belah pihak.35
2.1.7. Tujuan Akad
Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.  Lebih tegas
lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh
para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi
lima, yaitu:
a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at tamlik)
b. Melakukan pekerjaan (al ‘amal)
c. Melakukan persekutuan (al istirak)
d. Melakukan pendelegasian (at tafwidh)
e. Melakukan penjaminan (at tausiq)36
35 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah…hlm. 78.
36 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah…hlm. 70.
29
2.1.8. Berakhirnya Akad
Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:
a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang
waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya
tidak mengikat.
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir
jika: (a) jual seperti terdapat unsur-unsur penipuan salah satu rukun atau
syaratnya tidak terpenuhi. (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau
khiyar rukyah. (c) akad itu tidak dilaksankan oleh salah satu pihak. (d)
tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini,
para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir
dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang
bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, yaitu yang
melaksanakan akad sewa menyewa, ar rahn, al kafalah, syirkah,
wakalah, dan muzara’ah.37
2.2.Konsep Syirkah ‘Inan
2.2.1. Pengertian Syirkah’Inan
Syirkah secara bahasa berasal dari kata  َش ِر َك –  َی ْش َر ُك -  َش ِر ًكا –  ِش ْر َك ًة yang
berarti bersekutu atau berserikat. Dalam buku Fiqh Islam wa Adillatuhu
37 Nasroen Haeroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108.
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disebutkan bahwa syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang
lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan lagi.38
Syirkah telah menjadi istilah popular dikalangan para musafir dan
pedagang Arab Jahiliyah, juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama
yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi syirkah berarti
bercampur, bersekutu atau berserikat.39
Ada yang berpendapat bahwa syirkah ini dinamakan syirkah ‘inan karena
dua orang yang bersekutu memiliki hak yang sama dalam harta dan
pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka
tali kekang (‘inan) keduanya akan kelihatan sejajar. As Subki berkata
sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili “ yang paling popular adalah bahwa
kata ‘inan diambil dari kata ‘inan ad dābah yang berarti tali kekang binatang.
Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia
tidak bisa bertindak sesukanya.40
Menurut Ibnu Rusyd syirkah ‘inan adalah kotrak kerja sama antara dua
orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian
sebagaimana yang  disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing
pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan
kesepakatan mereka.41
38 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemah jilid 5 (Jakarta: Gema Insani,
2011), hlm. 441.
39 Baihaqi A Shamad, Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandinga Antar Mazhab
(Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar Raniry Press, 2007) hlm. 53.
40 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5…hlm. 444.
41 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.
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Sayyid Sabiq menuturkan, syirkah ‘inan merupakan persekutuan dua
orang dalam harta yang dimiliki keduanya untuk diperdagangkan, sedangkan
keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya42
Syafi’I Antonio mendefinisikan syirkah ‘inan sebagai sebuah kontrak
antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari
keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dan kedua belah berbagi
keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.43
Secara lengkapnya syirkah ‘inan mengandung arti kerja sama dua orang
atau lebih dari orang-orang yang telah dibolehkan untuk bersekutu dalam
mengumpulkan sejumlah uang  yang jumlah uangnya dibagi antara mereka, atau
dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja  bersama-sama
untuk mengembangkannya , dan pembagian keuntungan/laba di antara mereka
disesuaikan dengan besarnya saham  mereka pada permodalan. Demikian juga
apabila mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai
dengan besarnya saham. Dan masing-masing pihak berhak mengelola syirkah,
baik untuk diriya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya. Maka dia boleh
menjual dan membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi
hutangnya, mencari hutangan, serta menolak kecacatan. Ringkasnya, dia berhak
melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan syirkah (persekutuan).44
42 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah ,terjemahan jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm.
341.
43 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001) hlm. 92.
44 Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri, Minhajul Muslim. (Surakarta: insan kamil, 2012) hlm.
644..
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Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syirkah ‘inan
merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk
melakukan suatu kegiatan usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal
dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan dan menanggung kerugian secara
bersama berdasarkan prosentase modal masing-masing.
Syirkah ‘inan merupakan salah satu bentuk dari syirkah ‘uqud yang
dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. Syirkah jenis inilah yang paling
popular dikalangan masyarakat, karena dalam syirkah ini tidak disyaratkan
persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja.45
Syirkah ‘inan merupakan syirkah yang disepakati oleh jumhur ulama
walaupun ada perbedaan pendapat dalam syarat-syaratnya. Sebagaimana pendapat
para imam mazhab yaitu:
a. Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis syirkah apabila syarat-
syaratnya terpenuhi.
b. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah
wujuh.
c. Asy Syafi’i membatalkan semua jenis syirkah kecuali syirkah ‘inan.
d. Hambali membolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah
mufawwadhah.46
45 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu…hlm. 444.
46 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13 terjemahan (Bandung: Al Ma’arif, 1987) hlm. 195.
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Islam melarang umatnya untuk melakukan kerja sama dalam hal-hal dosa
dan permusuhan sebagaimana disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 2:
...               
    
Artinya: … Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. Bertakwalah kepada allah, sungguh allah sangat berat
siksanya.
Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling
menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta
maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja
sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di
atas.47
Maka dengan syirkah dapat menumbuhkan rasa tolong menolong, saling
bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling
percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan
dalam usaha jika tidak berkhianat.
2.2.2. Landasan Hukum Syirkah ‘Inan
1. Al Quran
Dasar hukum syirkah ‘inan dalam Al Quran surat ṣad ayat 24 adalah:
47 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 135.
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                
            
            
Artinya: dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada
kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu
itu berbuat zalim kepada yang yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang
begitu. “ dan daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia
memohon ampunan kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertobat.
Kata “khulatha” pada ayat di atas bermakna syirkah yaitu
bercampur/persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk
asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa syirkah
yang benar adalah syirkah yang didasari pada keimanan yang dikerjakan secara
ikhlas (amal shalih).48
Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya An Nur bahwa
kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya,
kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang saleh. Merekalah yang
48 Baihaqi A Shamad, Konsepsi Syirkah dalam Islam…hlm. 57.
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tidak mau menzalimi yang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang
seperti itu.49
Kemudian dalam surat An Nisā’ ayat 12:
...          …
Artinya: …tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka
bersekutu dalam 1/3 bagian…
Maksud ayat di atas adalah apabila yang ditinggalkan oleh mayit itu terdiri
dari saudara-saudara seibu maka mereka mendapatkan sepetiga, baik laki-laki
maupun perempuan, karena Allah telah memperserikatkan mereka dalam bagian
sepertiga itu.50
Kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah subhanahu wa ta’ala
akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat ṣad:
24 persekutuan terjadi atas dasar akad (ikhtiyari) sedangkan surat An Nisā’: 12
terjadi secara otomatis (jabr).51
2. Hadits
 َع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُاللها ُلْوُسَر َلَاق :َلاَق ُهْنَع ُاللها َيِضَر َةَرْـيَرُه ِبىَأ ْن َلاَقا ُالله
 َلىاَعَـت َأ : َن َْلم اَم ِْينَكِْيرَّشلا ُثِلَاث ا ْنَُيخاَخ اَذَِإف ,ُهَبِح اَص اَُهمُدَحَأ َُهن
.اَمِهِنْيَـب ْنِم ُتْجَرَخ ) َو َدُواَد ْوُـَبأ ُهاَوَر ُمِكاَْلحا ُهَحَّحَص(52
49Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qurannul Majid An Nur,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) hlm. 3505.
50 Abdul Halim Hasan, Tafsir Al Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 217
51 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik…hlm 91
52 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Darul As Shidqi)
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Artinya: sesungguhnya Allah berfirman: “aku adalah yang ketiga dari dua orang
yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat
terhadap lainnya, dan apabila dia berkhianat aku keluar dari mereka
berdua”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al
Hakim).
Maksud hadist di atas adalah Allah subhanahu wa ta’ala akan
memberikan pertolongan, bimbingan serta keberkahan terhadap dua orang yang
berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati atau menipu yang
lainnya. Dan apabila salah satu dari mereka melakukan itu maka Allah subhanahu
wa ta’ala akan menghilangkan keberkahan, pertolongan dan bimbingan dari
perserikatan mereka.53
Dalam hadist lain disebutkan:
 َع ْن َّسلا ِءا ِب ْخلما ُز ْو ِم ِّي َر ِض َي ُاللها َع ْن ُه ِّبيَّنلا َكِْيرَش َناَك ُهََّنأ َص َّىل ُاللها
 َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـَق ْب َل ْلا ِب ْع َث ِة َف َج َءا ـَي ْو ُم ْلا َف ْت ِح ـَف َق َلا َم : ْر َح ًب ِب ا َأ ِخ ْي َو َش ِر ْي ِك ْي .
 َر) َو ُها َأ َْحم(ْهَجاَم ِنْبا َو َدُواَد ْوُـَبأ َو ُد54
Artinya: dari Saib Al Makhzumi r.a. bahwa dia sebagai kongsi Nabi sallallahu
‘alaihi wa sallam sebelum beliau diutus menjadi rasul, lalu pada hari
pembebasan kota mekkah, beliau berkata, selamat kepada saudaraku dan
kawan kongsiku”. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).
53 Abdul Qadir Syaiban Al Hamd, Fiqh Islam: Syarh Bulughul Maram jilid 5 edisi
terjemahan Indonesia, (Jakarta:Darul Haq, 2007) hlm 342
54 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam
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Ungkapan hadits-hadits di atas, merupakan dalil dibolehkannya melakukan
syirkah dan telah dilaksanakan pada masa jahiliyyah, bahkan Nabi sendiri terlibat
langsung dalam perkongsian dagang dengan sebagian orang-orang jahiliyyah.55
3. Ijma’:
Ulama sepakat bahwa syirkah boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun
mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-
masing. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughuni telah berkata sebagaimana
dikutip oleh Syafi’i Antonio bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap
legitiminasi musyarakah secara global walaupun terdapat beberapa perbedaan
dalam elemennya.56
Ibnu Munzir menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa
para ulama menyepakati dibolehkannya akad syirkah.57
2.2.3. Rukun-Rukun Syirkah ‘Inan
Menurut imam Syafi’i rukun syirkah ‘inan ada empat, yaitu:
1. shigat
2. para pihak yang melakukan akad
3. kekayaan
4. pekerjaan.58
Selain itu Ibnu Rusyd juga mencatat secara khusus beberapa rukun syirkah
‘inan, yaitu:
1. Harta yang menjadi objeknya.
55 Baihaqi A Shamad, Konsepsi Syirkah dalam Islam…hlm. 59.
56 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…hlm. 91.
57 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah ,terjemahan jilid 4…hlm. 341.
58 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, terjemahan dari buku Al Fiqhu As Syafi’i Al
Muyassar, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 181.
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2. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua.
3. Mengetahui kadar pekerjaan59
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ‘inan ada tiga yaitu:
1. Dua orang yang melakukan transaksi (‘aqidain)
Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai
kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini meliputi beberapa hal sebagai
berikut: pertama, harus mencapai usia ‘aqil baligh (sesuai hukum yang berlaku
pada suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal
yang sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat
dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.60
Sehingga anak-anak, orang yang di bawah pengampuan, dan  orang yang
tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh
melakukan akad syirkah ‘inan sebagaimana pendapat imam Syafi’i akad syirkah
yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang cacat akalnya, maka
hukumnya tidak sah.61
Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyārakah
disebutkan bahwa pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum dan
memperhatikan beberapa hal yaitu:
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
59 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid…hlm. 497.
60 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Lam In Busniness, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),
hlm. 9.
61 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i… hlm. 178.
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b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra
melaksanakan kerja sebagai wakil.
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyārakah dalam
proses bisnis normal.
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang
untuk melakukan aktifitas musyārakah dengan memperhatikan
kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang
disengaja.
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
2. Objek yang ditransaksikan (harta)
Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang
disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam syirkah ‘inan harus dalam
bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam bentuk uang, namun dapat juga
dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.62
Apabila objek syirkah berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, maka
Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya bidayatul
mujtahid, yaitu menurut Ibnu Al Qasim boleh bertransaksi syirkah dengan objek
yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Menurut imam Malik benda
tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan imam Syafi’i berkata,
62 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cet-43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2009), hlm.
297.
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“syirkah tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda. Artinya barang tersebut
harus ditakar terlebih dahulu nilainya.63
Adapun Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan
musyārakah dijelaskan mengenai modal syirkah yaitu:
a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya
sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-
barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus
terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan
atau menghadiahkan modal musyārakah kepada pihak lain, kecuali
atas dasar kesepakatan.
c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyārakah tidak ada jaminan,
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan.
Sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dapat
berupa modal yang bersifat likuid seperti uang tunai, dan dapat juga berupa
barang dimana barang tersebut harus ditakar atau dinilai terlebih dahulu dengan
mata uang yang berlaku dan disepakati para mitra sebelum menjadi modal
syirkah.
63 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid…hlm. 497.
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Objek akad syirkah tidak hanya sebatas modal saja. Dalam fatwa DSN
MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyārakah disebutkan bahwa objek
akad syirkah itu berupa modal, pekerjaan,keuntungan dan kerugian.
Pekerjaan dalam syirkah ‘inan dapat dilakukan secara bersama-sama
ataupun dapat juga dikerjakan oleh salah satu pihak saja. Sedangkan Keuntungan
dalam syirkah ‘inan didasarkan pada kesepakatan setiap mitra dan kerugian
ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal.
3. Shigat (ijab qabul)
Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyārakah
disebutkan pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan
memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisist menunjukkan
tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2.2.4. Syarat-syarat syirkah ‘inan
Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat syirkah uqud, syarat-
syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis syirkah yang tergolong dalam syirkah
uqud, dimana salah satu bagian dari syirkah uqud adalah syirkah ‘inan, yaitu:
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1. Perwakilan
Dalam syirkah ‘inan disyaratkan keuntungan dibagi bersama, keuntungan
tidak akan menjadi hak milik bersama kecuali jika masing-masing pihak bersedia
menjadi wakil bagi yang lain (mitra) dalam mengelola sebagian harta syirkah
2. Jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas
Keutungan dalam syirkah ‘inan harus disebutkan dengan jelas pada awal
perjanjian Seperti seperlima atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak jelas
maka akad syirkah menjadi tidak sah karena keuntungan merupakan objek
transakasi.
3. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak
Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu
pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu  maka akad syirkah
menjadi batal.64
Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hanafiyah di atas, ada
beberapa syarat khusus yang menyangkut syirkah ‘inan yaitu:
1. Modal syirkah harus ada
Dalam melakukan syirkah ‘inan disyaratkan adanya modal. Syirkah
menjadi tidak sah apabila modal berupa utang atau harta yang tidak ada. Modal
tersebut harus ada pada saat akad ataupun pada saat modal tersebut dibelanjakan
atas nama syirkah.
Apakah modal para pihak harus dicampur ? Dalam hal percampuran
modal, Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak
64 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5…hlm. 450-451.
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mensyaratkan modal para pihak yang melakukan syirkah harus bercampur, karena
hakekat terbentuknya syirkah dengan akad bukan dengan modal.
Sementara menurut Syafi’iyah, modal para pihak harus tercampur
sehingga tidak dapat dibedakan lagi, selain itu konsekuensi syirkah adalah apabila
terjadi kerusakan maka kerusakan harus ditanggung bersama adapun jika
kerusakan modal syirkah sebelum dicampur maka kerusakan ditanggung
pemiliknya.
2. Modal syirkah harus berupa barang berharga secara mutlak
Barang berharga yang mutlak yaitu uang, dinar dirham, karena itu tidak
sah modal syirkah berupa barang dagangan. Modal syirkah berupa nilai barang
bukan barang itu sendiri, untuk mengetahui nilai barang maka perlu taksiran dan
perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang
menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan
kerugian.
3. Modal syirkah menggunakan barang mitsliyat
Barang mitsliyat yaitu barang yang memiliki varian serupa, seperti barang
yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung secara satuan. Syafi’iyah dan Malikiyah
membolehkan barang tersebut menjadi modal syirkah. Ulama Hanabilah tidak
membolehkan modal syirkah menggunakan barang mitsliyat sedangkan Hanabilah
berpendapat tidak boleh modal syirkah dengan barang mitsliyat sebelum
dicampur.65
65 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu…hlm. 451-455.
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2.2.5. Berakhirnya syirkah ‘inan
Akad syirkah ‘inan pada umumnya merupakan sebuah perjanjian yang
berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi, meskipun
demikian, perjanjian dengan akad syirkah ‘inan dapat diakhiri dengan atau tidak
menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra
usaha mendapatkan aset hasil likuidasi sesuai proporsi modal yang disertakan.
Namun apabila usaha terus berjalan maka, mitra usaha yang ingin mengakhiri
perjanjian dapat menjual sahamnya kepada mitra yang lain dengan harga yang
disepakati bersama.66
Selain uraian di atas, A. Hamid Sarong, dkk menyebutkan beberapa hal
yang dapat mengakhiri syirkah ‘inan, yaitu:
a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak
lain.
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan tasharruf,
baik karena gila atau karena alasan lainnya
c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila anggota syirkah
lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan
e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas
harta yang menjadi saham syirkah
66 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 52.
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f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah.67
2.2.6. Hikmah Syirkah ‘inan
Islam mensyariatkan syirkah sesuai dengan maqashid syariah itu sendiri,
yaitu memelihara harta dengan terjamin kehalalan dan pengembangan harta itu
sendiri serta memenuhi nilai-nilai kebersamaan antar umat. Syirkah juga
merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai
alternatif untuk menolak sistem riba dan spekulasi yang tidak sehat dari sistem
kapitalis dan sosialis.
Selain itu syirkah, memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat
dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama
tanpa merugikan suatu pihak68
Selain itu, hikmah-hikmah lain dari syirkah yaitu:
a. Meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama anggota syirkah
b. Terjalinnya hubungan silaturrahmi yang erat sesama anggota syirkah
c. Membuka dan menambah lapangan kerja
d. Menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama
67 A. Hamid Sarong dkk, Fiqh, (Banda Aceh, PSW Iain Ar Raniry 2009) hlm. 107.
68 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 248.
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BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
KERJA SAMA INOKULASI GAHARU ALAM ANTARA PT
HABIBI GAHARU ALAM DENGAN KELOMPOK TANI
GAHARU INTI ALIM ALAM DAN INVESTOR
3.1. Gambaran Umum PT. Habibi Gaharu Persada
PT. Habibi Gaharu Persada (HGP) merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak khusus dalam budidaya gaharu. PT. Habibi Gaharu Persada beralamat di
jln T Umar No 484 Lamteumen Timur, Banda Aceh. Perusahaan ini didirikan oleh
Husaini Musalha dan Jumadil Sinaga. Dengan jumlah karyawan inti sebanyak 7
orang dan penyuluh sebanyak 100 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di
provinsi Aceh.
PT. Habibi Gaharu Persada pada awalnya bernama CV. Habibi Herbal
Indonesia yang didirikan pada tahun 2009. Seiring dengan perkembangan ruang
lingkup usaha perusahaan, maka dirasa perlu untuk merubah status perusahaan
menjadi perseroan terbatas. Legalitas PT Habibi Gaharu Persada melalui PBHP
dari MENKUMHAM No. AHU-05530.AH.01.01. tahun 2014 dengan SIUP No
1161/01.01/PK/XI/13 dan SITU 503 /5281/KPPTSP/2013.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Habibi Gaharu Persada
memiliki misi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan lahan masyarakat dan menjaga
keseimbangan lingkungan. Demi tercapainya misi tersebut maka PT. Habibi
Gaharu Persada melakukan beberapa langkah tujuan, yaitu:
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a. Memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang prospek budidaya
gaharu dengan metode, teknologi dan pasar yang tepat sehingga mampu
menghasilkan tujuan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
(mitra usaha)
b. Menghasilkan produk-produk unggulan berbasis natural renewable
resources
c. Tercapainya bauran produk olahan berbasis perkebunan, kehutanan dan
perikanan
PT. Habibi Gaharu Persada memiliki beberapa ruang lingkup usaha yaitu:
a. Perkebunan / budidaya gaharu pola kemitraan
b. Inokulasi gaharu alam
c. Pembelian dan pemasaran gaharu
d. Destilasi minyak gaharu
Budidaya gaharu merupakan sektor andalan yang dimiliki oleh PT HGP.
Di mana budidaya gaharu dilakukan menggunakan teknologi yang modern.
Teknologi tersebut dinamakan dengan teknik inokulasi yaitu kegiatan pemindahan
mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat asalnya ke pohon
gaharu yang dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi
merupakan cara untuk merekayasa produksi gaharu sehingga dapat direncanakan
dan terukur serta untuk menanggulangi kelangkaan produksi gaharu akibat
penebangan pohon gaharu yang berlebihan.
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Salah satu daerah yang diproyeksikan untuk inokulasi gaharu alam oleh
PT HGP adalah kabupaten Aceh Jaya. Karena kabupaten ini merupakan salah satu
daerah yang sangat cocok untuk budidaya berbagai macam jenis komoditas
pertanian termasuk gaharu. Kabupaten Aceh jaya termasuk dalam zona pertanian
diantara beberapa kabupaten lain yang ada di provinsi Aceh. Selain itu masih
tersedia lahan yang cukup luas untuk melakukan budidaya pertanian.
Ada dua jenis budidaya gaharu yang dilakukan oleh PT HGP yaitu:
a. Inokulasi gaharu alam, yaitu PT HGP melakukan inokulasi terhadap
pohon-pohon gaharu yang sudah ada di hutan. Saat ini PT HGP sudah
menginokulasi pohon gaharu alam di beberapa daerah diantaranya di
Sampoiniet sekitar 30 ha, di Ulee glee sekitar 25 ha, dan di jantho
direncanakan sekitar 50 ha.
b. Budidaya kemitraan gaharu, yaitu budidaya gaharu yang dilakukan
dengan bentuk kerja sama antara PT HGP dengan pemilik lahan. Saat
ini PT HGP telah melakukan penanaman bibit gaharu dengan pola
kemitraan sebanyak 75.000 batang di seluruh Aceh dan 20.000 batang
di Jawa Tengah.
Khusus inokulasi gaharu alam, PT HGP melakukan kerja sama dengan
kelompok tani setempat dan beberapa investor. Jumlah investor yang sudah
berinvestasi dengan PT HGP khususnya untuk inokulasi gaharu alam di Aceh
Jaya berjumlah 30 orang dengan nilai investasi yang berbeda-beda. Dan kelompok
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tani gaharu yang sudah melakukan kerja sama dengan PT HGP berjumlah tiga
kelompok tani yaitu:
a. Kelompok tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) di kecamatan
Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah anggota 16 orang.
b. Kelompok tani Gaharu Sejahtera (GS) di kecamatan Ulee Glee
kabupaten Pidie jaya dengan jumlah anggota 25 orang.
c. Gabungan kelompok tani Jantho Baru di Kabupaten Jantho dengan
jumlah anggota 22 orang
3.2. Klausula-klausula Perjanjian Kerjasama Inokulasi Gaharu Alam
Perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam melibatkan beberapa pihak
yaitu PT Habibi Gaharu Persada sebagai pihak pertama, kelompok tani gaharu Inti
Alim Alam (IAA) sebagai pihak kedua dan investor sebagai pihak ketiga.
Perjanjian yang mereka sepakati ialah, PT Habibi Gaharu Persada (HGP)
akan melakukan kegiatan inokulasi terhadap pohon gaharu yang dimiliki oleh
pihak kedua yaitu kelompok tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) dan hasil dari
panen gaharu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada di perjanjian.
Masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ini harus
memberikan kontribusi baik berupa modal maupun usaha (tenaga), mengenai hal
ini jelas dicantumkan dalam pasal 2 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam.
Pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa kontribusi modal setiap pihak, yaitu
pihak kelompok tani gaharu IAA memberi  modal berupa pohon gaharu dan
investor memberi modal investasi sebesar Rp. 6.500.000. sedangkan modal PT
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HGP tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjian. Akan tetapi dalam Pasal 2
ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan inokulasi menjadi tanggung jawab pihak
pertama. untuk melakukan inokulasi membutuhkan skill dan modal yang cukup
besar sehingga ayat 3 pasal 2 di atas secara tidak langsung membahas modal yang
dimiliki oleh pihak pertama.
Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan inokulasi gaharu alam
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak PT HGP. Karena itu PT HGP
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan proses inokulasi, seperti penyediaan
peralatan inokulasi seperti, bor, cairan inokulan, serta menyediakan tenaga kerja
yang ahli dan profesional. Selain itu, PT HGP wajib memastikan bahwa kegiatan
inokulasi yang dilakukan sudah sesuai dengan standar atau metode yang benar
seperti tercantum dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam pasal 2 ayat
5 yaitu teknis inokulasi antar lobang vertikal sepanjang 15cm dan horizontal
10cm.
Jika kegiatan inokulasi sudah dilakukan, maka pohon-pohon gaharu yang
sudah diinokulasi harus dijaga oleh kelompok tani gaharu IAA agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilang atau dicuri oleh orang lain. Pada pasal
2 ayat 6 disebutkan bahwa Apabila pohon gaharu yang sudah diinokulasi hilang
atau dicuri maka pihak kelompok tani gaharu IAA wajib mengganti kerugian
tersebut sebesar nilai proyeksi yang wajar.
Namun, lain halnya apabila pohon-pohon gaharu yang sudah diinokulasi
mengalami kegagalan yang disebabkan oleh hal-hal memaksa atau di luar
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kehendak manusia. Dalam Pasal 2 ayat 7 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu
alam tercantum bahwa apabila kegagalan inokulasi dalam keadaan memaksa
dalam arti yang seluas-luasnya adalah seperti bencana alam (gempa bumi, tanah
longsor, banjir), kebakaran, perang, huru hara, dan lain-lain. Maka pihak kedua
dibebaskan dari tanggung jawab mengganti rugi pohon-pohon gaharu yang gagal
panen yang disebabkan oleh hal-hal di atas.
Pasal 3 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam mejelaskan mengenai
pemanenan pohon gaharu yang sudah diinokulasi. Pemanenan terhadap pohon
gaharu yang sudah diinokulasi oleh pihak pertama hanya bisa dilakukan apabila
masa proses inokulasi sudah berjalan minimal 2 tahun. Selanjutnya, Pada Pasal 3
ayat 1 disebutkan bahwa pihak pertama berkewajiban melatih pihak kedua
termasuk teknik pemanenan gaharu secara baik dan benar. dan pada ayat 2 pada
pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan pemanenan gaharu alam menjadi
tanggung jawab penuh pihak kedua termasuk keselamatan hasil panen sampai di
tangan pembeli.
Meskipun pemanenan merupakan tanggung jawab penuh pihak kedua,
akan tetapi kegiatan tetap harus di bawah pengawasan PT Habibi Gaharu Persada
sebagai ahli profesional di bidangnya. Untuk melakukan kegiatan pemanenan
gaharu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kelompok tani gaharu IAA yang
berkewajiban memanen pohon gaharu harus berada di dalam hutan minimal 1
bulan guna memanen gaharu. Waktu yang disebut di atas bukan sebuah patokan,
karena masa panen gaharu tergantung dengan jumlah gaharu yang dihasilkan,
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semakin banyak gaharu yang dihasilkan maka semakin lama pula waktu yang
dibutuhkan untuk memanen gaharu.
Namun apabila telah sampai masa panen dan pohon gaharu yang sudah
diinokulasi belum menghasilkan gaharu maka pihak PT HGP wajib bertanggung
jawab untuk melakukan ganti rugi. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian
kerja sama inokulasi gaharu alam Pasal 2 ayat 8 apabila terjadi kegagalan
inokulasi pada batang gaharu yang disuntik, maka pihak pertama akan melakukan
inokulasi kembali dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak pertama.
Apabila pemanenan pohon gaharu sudah dilakukan, maka selanjutnya PT
HGP akan memasarkan gaharu yang sudah dipanen dari hasil inokulasi kepada
pembeli dengan harga pasaran internasional. Dalam Pasal 4 ayat 1 ditambahkan
bahwa Gaharu yang dibeli oleh buyer akan dikirim atau diberikan apabila sudah
dilakukan pembayaran lunas.
Saat ini pembeli yang sudah menjalin kontrak dengan PT HGP terdiri dari
pembeli lokal maupun dari luar negeri. Dari luar negeri pembeli gaharu berasal
dari Timur Tengah dan China, selain itu juga ada negara-negara perantara seperti
Singapura, Taiwan dan Hongkong.
Setelah proses pemasaran hasil panen gaharu sudah selesai dilakukan,
maka saatnya para pihak melakukan bagi hasil atas penjualan gaharu yang sudah
mereka usahakan bersama. Ketentuan presentase bagi hasil yang mereka lakukan
tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu Pihak pertama yaitu PT Habibi Gaharu
Persada mendapatkan bagi hasil sebesar 50%, pihak kedua yaitu kelompok tani
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gaharu Inti Alim Alam mendapatkan bagi hasil sebesar 20%, dan pihak ketiga
yaitu investor mendapatkan 30%. Presentase bagi hasil di atas belum termasuk
atau belum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Rata-rata 1 pohon gaharu menghasilkan 2 Kg gaharu kualitas A (super)
dan sisanya kualitas B yang akan dibuat minyak gaharu, jadi estimasi bagi hasil
untuk 100 pohon penghasil gaharu yang diinokulasi, yaitu:
Pendapatan
1. 2 kg gaharu x 100 batang x Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000.000
2. Minyak gaharu 3 ml x 100 batang x Rp 150.000 Rp. 45.000.000
Proyeksi Total Penerimaan Rp.2.045.000.000
Biaya
1. PPh 10% x Rp. 2.045.000.000 Rp. 204.500.000
2. Proses pemanenan 5% x Rp. 2.045.000.000 Rp. 102.250.000
Proyeksi Total Beban Rp. 306.750.000
Keuntungan
1. Proyeksi total pendapatan Rp. 2.045.000.000
2. Proyeksi total beban Rp. 306.750.000
Proyeksi Total Keuntugan Rp. 1.738.250.000
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Bagi hasil
Bagi hasil untuk PT HGP 50%, kelompok tani gaharu IAA 20%, dan
investor 30%, sebagai berikut:
1. PT HGP 50% x Rp. 1.738.250.000 Rp. 869.125.000
2. Kelompok tani (IAA)  20% x Rp. 1.738.250.000 Rp. 347.650.000
3. Investor 30% x Rp. 1.738.250.000 Rp. 521.475.000
Apabila perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam sudah berlaku dan
mengikat para pihak dan jika di tengah perjalanan perjanjian ada salah satu pihak
yang meninggal tidak serta merta membuat perjanjian berakhir begitu saja. Dalam
Pasal 6 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam menyebutkan bahwa apabila
pihak yang meninggal dunia akan digantikan perannya oleh ahli warisnya, ahli
waris yang ditunjukkan sudah dicantumkan dalam formulir pendaftaran
perjanjian. Hal ini dilakukan agar perjanjian kerja sama dapat terus dilanjutkan
dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain.
Dan apabila suatu ketika terjadi sengketa diantara para pihak akan suatu
hal yang bertalian dengan pelaksananaan perjanjian inokulasi gaharu alam ini dan
segala akibatnya, maka sesuai pasal 8 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam
para pihak yang terlibat harus menempuh jalur hukum di pengadilan negeri Banda
Aceh sebagaimana kesepakatan mereka dalam surat perjanjian kerja sama
inokulasi gaharu alam ini.
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3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja sama Inokulasi
Gaharu Alam antara  PT Habibi Gaharu Persada (HGP) dengan
Kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam (IAA) Dan Investor
Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan segala
bentuk kegiatan muamalah selama kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan-
ketentuan dalam syariat.
Menurut penelitian yang penulis lakukan, perjanjian kerja sama inokulasi
gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti
Alim Alam dan investor termasuk ke dalam pembahasan syirkah ‘inan. Di mana
masing-masing pihak memberikan modalnya untuk kegiatan inokulasi pohon
gaharu dan setiap pihak melakukan segala sesuatu yang telah disepakati
sebagaimana tertulis dalam kontrak dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan
yang terjadi pada awal perjanjian.
Di dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa klausula-klausula yang
kurang relevan dengan konsep syirkah ‘inan, yaitu:
1. Transparansi modal
Di dalam perjanjian inokulasi gaharu alam pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan
bahwa modal pihak kedua berupa pohon gaharu dan modal pihak ketiga berupa
uang tunai sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan
modal pihak pertama tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut.
Pohon gaharu yang dimiliki oleh pihak kedua merupakan pohon yang
tumbuh di hutan sekitar desa Jheumpeuk yang mana di dalam fiqh pohon tersebut
tergolong ke dalam harta mubah yaitu kepemilikan atau penguasaan atas suatu
harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya. Karena
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modal pihak kedua bukan merupakan modal likuid, maka seharusnya dalam
perjanjian juga harus disebutkan berapa taksiran nilai pohon gaharu yang dimiliki
oleh kelompok tani gaharu. Agar diketahui berapa nilai prosentase modal pihak
kedua dari modal syirkah keseluruhan.
Selain nilai modal pihak kedua yang tidak disebutkan, hal yang sama juga
terjadi pada pihak pertama, dimana modal pihak pertama tidak  juga disebutkan
dengan jelas jumlah modal yang disertakan dalam perjanjian.
Menurut penjelasan Husaini, pohon gaharu tidak berharga apabila tidak
ada gaharu di dalamnya sehingga tidak dapat ditaksir harganya. Pohon gaharu
menjadi berharga apabila terkandung gaharu di dalamnya. Lanjutnya, modal pihak
PT Habibi Gaharu Persada tidak dapat dicantumkan karena menjadi rahasia
perusahaan.69
Di dalam melakukan transkasi syirkah ‘inan disyaratkan bahwa modal
masing-masing pihak harus jelas jumlah nilainya, apabila modal berupa barang
maka harus dinilai terlebih dahulu sesuai dengan mata uang yang berlaku. Supaya
barang tersebut dapat dinilai harganya. Namun, dikarenakan pohon gaharu tidak
berharga jika tidak ada gaharu di dalamnya maka pohon gaharu yang dimiliki oleh
kelompok tani gaharu IAA menjadi tidak berharga sehingga tidak dapat menjadi
modal syirkah. Sebagaimana dalam fatwa DSN MUI no 8 tahun 2000 tentang
musyarakah bahwa modal syirkah harus berupa barang berharga, apabila berupa
asset maka harus dinilai dahulu harganya. Kejelasan modal syirkah merupakan hal
69 Wawancara dengan Husaini pada tanggal 5 September 2017
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yang sangat penting karena hal ini akan berdampak pada pembagian keuntungan
dan kerugian.
Sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd bahwa keuntungan syirkah dibagi
berdasarkan penyertaan modal masing-masing pihak. Apabila modalnya sama
maka keuntungan dibagi dua. Selain itu, jumlah presentase modal juga berdampak
pada resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Sebagaimana
kesepakatan jumhur ulama bahwa setiap kerugian syirkah ditanggung bersama-
sama oleh setiap pihak yang berserikat sesuai dengan porsi modal masing-masing.
Jadi, dikarenakan di dalam perjanjian inokulasi gaharu alam tidak
disebutkan dengan jelas prosentase modal masing-masing pihak, maka perjanjian
ini menjadi tidak relevan dengan konsep syirkah ‘inan. Karena salah satu syarat
dari rukun syirkah ‘inan tidak terpenuhi, yaitu bahwa modal masing-masing pihak
harus diketahui kadar nilainya.
2. Pertanggungan resiko/kerugian
Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya ada dua kemungkinan yaitu
mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Kerugian merupakan bagian dari
resiko bisnis yang dijalani. Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian yang terjadi
dalam syirkah ‘inan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan jumlah
modal yang mereka sertakan.
Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah
juga disebutkan bahwa kerugian syirkah ditanggung oleh para pihak berdasarkan
saham masing-masing dalam modal.
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Sedangkan dalam perjanjian inokulasi gaharu alam ini, resiko dalam
syirkah ditanggung berdasarkan kesepakatan. Apabila yang terjadi adalah
kegagalan inokulasi maka pihak pertama akan menginokulasi ulang dengan
seluruh beban biaya ditanggung oleh pihak pertama. Dan apabila resiko yang
terjadi disebabkan oleh kehilangan pohon gaharu yang sudah diinokulasi, maka ini
menjadi tanggung jawab pihak kedua, karena pihak kedua yang mempunyai
kewajiban menjaga batang gaharu yang sudah diinokulasi di mana pihak kedua
harus mengganti rugi sebesar nilai proyeksi yang hilang tersebut. Sedangkan
pihak ketiga yang bersifat sleeping partner tidak dibebankan resiko apapun,
bahkan pihak pertama akan mengganti rugi uang pihak ketiga yang sudah
diinvestasikan. Sehingga resiko dalam perjanjian ini terkesan menjadi tanggung
jawab perorangan bukan menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana tujuan
dari perjanjian ini yaitu membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama.
Kerugian kerja sama akan ditanggung bersama apabila kerugian
disebabkan oleh hal-hal yang memaksa seperti adanya bencana alam seperti
gempa bumi dan banjir sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama
inokulasi gaharu alam pada Pasal 2 ayat 7.
Ciri-ciri utama konsep bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian
ditanggung bersama oleh para pihak yang berserikat. Sebagaimana penjelasan
Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam bahwa setiap orang-orang yang
melakukan persekutuan atau kerja sama dalam hal keuntungan juga harus
bersekutu dalam hal kerugian. Tidak boleh hukumnya membebaskan salah satu
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pihak dari kewajibannya menanggung kerugian. Ini adalah prinsip yang
ditetapkan oleh syariat dan hukum.70
Al Omar dan Abdel Haq mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ascarya
bahwa dalam syirkah menganut prinsip al kharaj bi al dhaman, maksudnya bahwa
tidak ada keuntungan yang didapatkan seseorang tanpa mengambil bagian dalam
resiko.71
Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan bahwa:
 ِّرلا ْب ُح َ َلى َم ََشر ا َط َو ا ْلا َو ِض ْی َع ُة َ َلى َق ْد ِر َم َ ل ا ِْين72
Artinya: Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian sesuai
dengan modal massing-masing masing pihak.
Jadi, pertanggungan resiko dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu
alam tidak sesuai dengan konsep pertanggungan resiko dalam syirkah ‘inan, di
mana di dalam perjanjian resiko ditanggung berdasarkan kesepakatan sedangkan
dalam syirkah ‘inan berdasarkan jumlah saham masing-masing pihak.
3. Pembagian hasil
Isi perjanjian inokulasi gaharu alam merupakan kontrak baku dari
perusahaan, sehingga tidak ada tahap musyawarah dalam menentukan bagi hasil.
Namun para pihak setuju akan bagi hasil yang tercantum dalam kontrak.
Meskipun mereka setuju, apakah bagi hasil tersebut sudah bersifat adil bagi para
pihak ?, atau sudahkah sesuai dengan konsep syirkah inan ?
70 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemah jilid 5…hlm 444
71 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah…hlm. 48.
72 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…hlm. 169.
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Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak PT Habibi Gaharu Persada
mendapatkan 50%, pihak kelompok tani IAA mendapatkan 20% dan pihak
investor mendapatkan 30%. Husaini mengatakan bahwa presentase diberikan
berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi modal maupun
kerja. Pihak perusahaan memberikan kontribusi berupa modal, edukasi gaharu
kepada pihak kedua, dan menjamin pasar penjualan. Pihak kedua memberikan
modal berupa pohon gaharu, menjaga dan memanen pohon gaharu. Pihak ketiga
memberikan modal investasi.73
Husaini mengatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan
perjanjian kerjasama ini dan tidak ada salah satu pihak yang merasa keberatan
akan butir-butir perjanjian termasuk mengenai bagi hasil.74
Keuntungan dalam syirkah ‘inan dibagi sesuai dengan kesepakatan
bersama, karena bisa jadi sebagian pihak bekerja atas nama syirkah dan sebagian
hanya menjadi sleeping partner saja. Keuntungan yang didapatkan masing-
masing boleh berbeda dengan prosentase modal yang disertakan. Sebagaimana
menurut Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan Syafi’iyah dan Malikiyah
berdasarkan jumlah modal masing-masing pihak.
Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa Keuntungan dibagi berdasarkan
perjanjian yang telah disepakati dan direlakan bersama, yang jumlahnya
diperhitungkan berdasarkan modal dan usaha.75
73 Wawancara dengan Husaini pada tanggal 1 Desember 2017
74 Wawancara dengan Husaini pada tanggal 1 Desember 2017
75 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 249.
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Dalam kitabnya, As Sailul Jarrar III halaman 246 dan 248, imam
Syaukani rahimahullah menulis sebagaimana dikutip oleh Abdul Azhim sebagai
berikut:
(syirkah syar’iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di
antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka
mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu, kemudian modal
bersama itu dikelola untuk mendapatkan keeuntungan, dengan syarat
masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan
besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun
manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungan dibagi rata antara
mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah,
walaupun saham sebagian diantara mereka lebih sedikit sedang yang lain
lebih besar jum;ahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak
mengapa karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha
sama ridha, toleransi dan lapang dada.76
Sesuai dengan pendapat para ulama di atas, maka konsep bagi hasil dalam
perjanjian kerja sama inokulasi ini sudah sesuai dengan konsep syirkah ‘inan di
mana keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan  yang didasarkan pada modal
dan usaha masing-masing pihak.
Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas maka dapat penulis simpulkan
bahwa perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu
Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor belum
sepenuhnya relevan dengan konsep syirkah ‘inan. Karena masih terdapat beberapa
syarat dan ketentuan yang belum terpenuhi diantaranya mengenai kejelasan modal
syirkah di mana hanya sebagian modal pihak saja yang diketahui sehingga tidak
diketahui modal syirkah keseluruhan yang berdampak pada pembagian hasil dan
kerugian. Kemudian mengenai pertanggungan resiko dimana seharusnya dalam
syirkah semua pihak menanggung segala kerugian yang terjadi, namun dalam
76 Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi, Al Wajiz, (Jakarta: Pustaka As Sunnah 2006),
hlm. 688.
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perjanjian resiko syirkah ditanggung oleh sebagian pihak saja tergantung jenis
kerugian yang terjadi. Hal ini jelas menguntungkan sebelah pihak dan merugikan
pihak lain dan ini telah melanggar asas-asas syirkah dimana harus adanya
keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi
maka dapat menghilangkan kerberkahan dari sebuah syirkah. Sebagaimana firman
Allah subhanahu wa ta’ala dalam surat ṣad ayat 24:
                
            
            
Artinya: dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang
banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan dan hanya sdikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud
menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan
kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.
Pesan dari ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang ingin melakukan
kerja sama selalu ingin merugikan partner atau mitranya dan hanya ingin
mendapatkan keuntungan sendiri. Hanya orang-orang beriman dan beramal shaleh
yang tidak melakukan hal itu atau kezaliman kepada mitranya. Namun hanya
sedikit sekali orang-orang yang berbuat demikian.
Dan juga dalam hadits Nabi:
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 َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُاللها ُلْوُسَر َلَاق :َلاَق ُهْنَع ُاللها َيِضَر َةَرْـيَرُه ِبىَأ ْنَع َلاَقا ُالله
 َلىاَعَـت َُهناَخ اَذَِإف ,ُهَبِح اَص اَُهمُدَحَأ ْنَُيخ َْلم اَم ِْينَكِْيرَّشلا ُثِلَاث َاَنأ :
 َمِهِنْيَـب ْنِم ُتْجَرَخ( ُمِكاَْلحا ُهَحَّحَص َو َدُواَد ْوُـَبأ ُهاَوَر ) .ا77
Artinya: sesungguhnya Allah berfirman: “aku adalah yang ketiga dari dua orang
yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat
terhadap lainnya, dan apabila dia berkhianat aku keluar dari mereka
berdua”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al
Hakim).
Makna yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah bahwa Allah
subahanahu wa ta’ala akan menarik keberkahan dari sebuah persekutuan apabila
salah satu pihak mengkhianati atau menzhalimi pihak yang lain.
Perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT HGP dengan
kelompok tani gaharu IAA dan investor tergolong dalam akad fasid, yaitu akad
yang rukun-rukunnya terpenuhi namun, syarat-syaratnya belum terpenuhi. Karena
itu, harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait agar kontrak
ini selaras dengan syariat islam.
Dalam pandangan jumhur akad fasid sama dengan akad batil, yaitu
keduanya merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak
menimbulkan hukum apapun.78
77 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Darul As Shidqi)
78 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah... hlm 249
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BAB EMPAT
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Bentuk klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian kerja sama
inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan
kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor yaitu PT HGP
berkewajiban melakukan inokulasi pohon gaharu yang dimiliki oleh
pihak kedua (IAA), memberikan edukasi terhadap pihak kedua serta
menjamin pasar penjualan pasar gaharu. kelompok tani gaharu IAA
berkewajiban menjaga dan memanen gaharu serta investor memberikan
investasi modal inokulasi dan hanya bersifat sleeping partner.
Berdasarkan kewajiban-kewajiban di atas bagi hasil yang mereka
sepakati ialah PT HGP mendapatkan 50%, kelompok tani gaharu IAA
20%, dan investor 30%.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi
gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani
gaharu Inti Alim Alam dan investor belum relevan dengan konsep
syirkah ‘inan. Karena terdapat beberapa syarat syirkah inan yang belum
terpenuhi yaitu modal yang disertakan oleh masing-masing pihak tidak
transparan dan pertanggungan resiko syirkah hanya ditanggung oleh
pihak pertama dan kedua sedangkan pihak ketiga terbebas dari
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pertanggungan resiko. Sedangkan dalam syirkah inan disyaratkan
bahwa modal syirkah harus diketahui oleh setiap pihak dan
pertanggungan resiko harus ditanggung secara bersama-sama tidak
boleh membebaskan sebagian pihak dari resiko. Sehingga akad di atas
tergolong dalam akad fasid di mana suatu akad yang sudah terpenuhi
rukun-rukunnya namun syarat-syaratnya belum terpenuhi.
4.2. Saran
1. Penulis mengharapkan kepada pihak-pihak terkait agar lebih
mempelajari konsep-konsep kerja sama dalam islam, terutama syirkah
‘inan agar ke depannya para pihak dapat melakukan perjanjian sesuai
dengan konsep syirkah ‘inan sehingga selaras dengan syariat yang
diterapkan.
2. Kepada para pihak hendaknya tidak menzhalimi sesama agar kerja
sama yang dilakukan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta’ala, karena
di dalam kerja sama sering timbul keinginan untuk merugikan pihak
lain.
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